
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 69 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

bahwa untuk melaksan akan ket.entuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 
t.en tang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oacrah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Oaerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent.ang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undan g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggun g 
Keu angan Negara (Lembaran Negara 

tentang 
Jawab 

Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

14. Peraturan Pemerintah No.mor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara _Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5351); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Presiden · Nomor 108 Tahun 2007 ten tang 
Tunjangan Tenaga Kepend_idikan; 

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 129) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 42); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2008 
tentang Hibah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 
tentang Sistem Akuntansi Hibah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah baerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 

30. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 
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Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
825); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita .Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 
4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2016 Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah · Kabupaten Mojokerto Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor l); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 
Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan ljin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Hak· Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 9); 

45. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 ten tang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

MEMUTUSKAN :. 

: PERATURAN 
ANGGARAN 

BUPATI 
PENDAPATAN 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

TENTANG PENJABARAN 
DAN BELANJA DAERAH 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 terdiri atas : 
1. Pendapatan Daerah : 

a. Pendapatan Asli DaeraI:i 
b. Dana Perimbangan 

Rp. 474.788.909.899,00 
Rp. l.420.731.992.893,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah 
Jumlah Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Daerah 
Surplus / ( Defisit ) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan neto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 421.372.177.450,00 
Rp. 2.316.893.080.242,00 

Rp. 905.711.747.874,50 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 23.100.000.000,00 

Rp. 4.605.000.000,00 

Rp. 33.609.889.203,50 

Rp. 366.348.447.882,00 

Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 1.334.375.084.960,00 

Rp. 104.804.691.218,00 

Rp. 453.641.169.880,00 

Rp. 448.222.074.066,00 

Rp. 1.006.667.935.164,00 
Rp. 2.341.043.020.124,00 

( Rp. 24.149.939.882,00) 

Rp. 41.149.939.882,00 
Rp. 17.000.000.000,00 

Rp. 24.149.939.882,00 

Rp. 0,00 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

·Pasal 4 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Daftar nama penerima, ala mat penerima dan besaran 
bantuan sosial (tidak termasuk bantuan sosial kepada 
individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya} sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 6 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesua1 dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal c1c9 FA?s~rr,~ .;io(). 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal $ ();{t:>mber BOif 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR S l 


